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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG

PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN
DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif
Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan
Wakil Presiden, mantan Presiden dan/atau mantan
Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari
jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang
layak;

. bahwa Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004

tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden
Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 88 Tahun 2007 belum mengatur mengenai
standar rumah kediaman yang layak, sehingga
diperlukan pengaturan dalam rangka menjamin
kesetaraan pemberian penghargaan pemerintah kepada
Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Dan Standar
Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil
Presiden Republik Indonesia;

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak

Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden
serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3128);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN DAN
STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU
MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

(1) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti
dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman

yang layak.

(2) Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden hanya berhak
mendapatkan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1
(satu) kali, termasuk bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil
Presiden yang menjalani masa jabatan lebih dari 1 (satu) periode dan
Mantan Wakil Presiden yang menjadi Presiden.

Pasal 2

(1) Rumah kediaman yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) adalah sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang
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